
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 

6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk 
menganggarkan dana desa.1 Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch yang 
selanjutnya disingkat dengan ICW, sejak tahun 2016 hingga 2023 terdapat 860 
kasus korupsi di desa. Sejak tahun 2016, jumlah kasus dan tersangka korupsi 
mengalami peningkatan yang konsisten, dengan lonjakan signifikan pada tahun 
2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah kasus yang terpantau 
relatif kecil jika dibandingkan dengan total 75.265 desa di seluruh Indonesia, 
fenomena ini mungkin mencerminkan fenomena gunung es. Artinya, ada 
kemungkinan bahwa banyak kasus korupsi di sektor desa yang belum terungkap 
oleh aparat penegak hukum.2 

Dalam aspek perencanaan, masalah utama yang sering muncul adalah 
ketiadaan rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan 
terpadu, serta kurangnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa. Pada 
tahap pelaksanaan, kendala yang umum terjadi adalah lemahnya pengawasan dan 
pengendalian terhadap penggunaan anggaran, yang kerap kali berujung pada 
penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Di sisi penatausahaan, 
permasalahan yang sering ditemui meliputi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 
aturan dan prosedur, serta kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan 
desa. Dalam aspek pelaporan, kendala utama adalah tidak tersusunnya laporan 
keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan pada tahap 
pertanggungjawaban, rendahnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap 
penggunaan anggaran desa kepada masyarakat menjadi tantangan utama.3 

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor. 20 
tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ancaman bagi pelakunya 
yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak 
pidana yang merugikan keuangan negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai 
pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus 
mengembalikan dana yang telah dikorupsinya, namun kenyataannya memang 
tumbuh subur di Indonesia.4 

Dalam menjalankan tugas fungsinya kepala desa dibantu perangkat desa 
seperti sekretaris desa, staf sekretaris dan staf wilayah hal ini untuk memberikan 

 
1 Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 

Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hlm. 21. 
2 Ibid., hlm. 22.   
3 Amanda Yulia Damayanti, ed al., 2023, Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban, Jurnal Ekonomi, 
Akuntansi dan Manajemen, Volume 1, Nomor. 3. Universitas Tidar, hlm.133. 

4 Rantika Safitri, 2022, Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus 
di Desa Taman Jaya), Jurnal Petitum, Vol. 2, No. 1, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, hlm. 46.  
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pelayanan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat desa, namun 
dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya 
partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah 
tindak pidana korupsi ini.5  

Salah satu kasus korupsi yang akan dibahas dalam penelitian ini pada 
putusan pengadilan nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Dengan terdakwa 
Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampea, Kepala Desa Sassa 
Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2013-2019 dengan 
menggunakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
pada desa sassa kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 yakni 
anggaran Dana Desa (DD) dengan memerintahkan perangkat desa lainnya untuk 
mencairkannya demi kepentingan pribadi dan membuat pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan desa yang seakan-akan sudah terlaksana sesuai dengan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) tahun anggaran 2018, yang 
menyebabkan kerugian keuangan negara dengan jumlah uang senilai 
Rp.446.850.509.- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu 
lima ratus sembilan rupiah). Dalam tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa 
Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampea dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 
subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; Membebankan uang pengganti kepada terdakwa 
Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampena sebesar Rp.446.850.509,- 
(empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus 
sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang 
pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita 
oleh jaksa dana dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu primair, melanggar 
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan subsidair melanggar Pasal 3 
Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaivmana yang 

divdakwakan dalam dakwaan privmaivr. Atas perbuatannya, terdakwa divjatuhiv pivdana 

penjara selama 4 (empat) tahun serta divkenakan denda sebesar Rp.200.000.000,- 

 
5 Ibid, hlm. 47 
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(dua ratus juta rupivah), dengan ketentuan apabivla denda tivdak divbayar, maka akan 

divgantivkan dengan pivdana kurungan selama 3 (tivga) bulan. Selaivn ivtu, terdakwa juga 

divwajivbkan membayar uang penggantiv sebesar Rp.446.850.509,- (empat ratus 

empat puluh enam juta delapan ratus livma puluh rivbu livma ratus sembivlan rupivah). 

Jivka uang penggantiv tersebut tivdak divbayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah 

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyivta dan 

melelang harta terdakwa untuk menutupiv jumlah tersebut. Apabivla harta benda tivdak 

mencukupiv, maka akan divgantivkan dengan pivdana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 6 (enam) bulan. Putusan ivniv tergolong rivngan karena hanya menjatuhkan sanksiv 

pada batas mivnivmum pivdana. 

Dengan maraknya kasus yang menyeret para aparatur desa menjadiv 

sebuah tanda dan juga perivngatan bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus 

benar-benar divperhativkan, oleh karenanya dalam hal ivniv seharusnya semua elemen 

yang berwenang dan memivlivkiv sangkutan wajivb mencegah dan juga memberantas 

tivndakan-tivndakan penggelapan dana desa yang sedang marak, oleh karena ivtu 

sangat perlu dan pentivngnya optivmalivsasiv peran dariv pada Badan Permusyawaratan 

Desa yang divnivlaiv memberivkan solusiv agar terhivndar dariv penyalahgunaan dana 

desa tersebut, dan tentunya BPD divharapkan bivsa menjalankan dan melaksanakan 

tugas dan kewajivbannya sesuaiv fungsivnya dengan baivk dan bivjak untuk ivkut serta 

dalam pengawasan pengelolaan alokasiv dana desa. 6 

Penulivs ivniv bertujuan ivngivn mengetahuiv terkaivt kualivfivkasiv tivndak pivdana 

korupsiv pemalsuan laporan dana desa dalam perspektivf hukum pivdana. Untuk 

mengetahuiv penerapan hukum pivdana pada tivndak pivdana korupsiv pemalsuan 

laporan dana desa studiv putusan Nomor: 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN Mks.  

Dariv uraivan div atas maka penulivs memivlivh penelivtivan skrivpsiv yang berjudul: 
“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa 
(Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang div atas, maka penelivtiv mengivdentivfivkasiv 2 (dua) 

rumusan masalah yaivtu:  

1. Bagaivmana kualivfivkasiv tivndak pivdana korupsiv pemalsuan laporan dana desa 

dalam perspektivf hukum pivdana? 

2. Bagaivmana penerapan hukum pivdana pada tivndak pivdana korupsiv pemalsuan 

laporan dana desa studiv putusan Nomor: 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN Mks? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dariv penelivtivan ivniv dan berdasarkan rumusan masalah div 

 
6 Anita dan Moch Iqbal, 2024, Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten 

Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan, Jurnal Social  Pedagogy, Volume 5 Nomor 1, 
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm. 39.  
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atas, adalah sebagaiv berivkut:  

1. Untuk menganalivsivs kualivfivkasiv tivndak pivdana korupsiv pemalsuan laporan dana 

desa dalam perspektivf hukum pivdana. 

2. Untuk menganalivsivs penerapan hukum pivdana pada tivndak pivdana korupsiv 

pemalsuan laporan dana desa studiv putusan Nomor: 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN 
Mks. 

Adapun manfaat dariv penelivtivan ivniv dan berdasarkan rumusan masalah di v 

atas, adalah sebagaiv berivkut 

1. Manfaat teorivtivs  

a. Divharapkan penelivtivan ivniv dapat berguna bagiv pengembangan ivlmu hukum 

pada umumnya dan ivlmu hukum pivdana pada khususnya  

b. Hasivl penelivtivan ivniv divharapkan dapat divjadivkan sebagaiv acuan untuk 

penelivtivan selanjutnya yang ivngivn mengetahuiv lebivh jauh berhubungan 

dengan penjatuhan pivdana pada pelaku tivndak pivdana korupsiv pemalsuan 

laporan dana desa Memperdalam pemahaman penulivs mengenaiv hukum 

pivdana, khususnya mengenaiv tivndak pivdana korupsiv melaluiv pemalsuan 
laporan dana desa oleh kepala desa.  

2. Manfaat Praktivs  

Manfaat praktivs dariv penelivtivan ivniv divharapkan mempunyaiv nivlaiv yang berdaya 

guna dan bermanfaat untuk kepentivngan penegakan hukum   

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian 

Penelivtivan yang berjudul “Analivsivs Yurivdivs Tivndak Pivdana Korupsiv 

Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studiv Putusan Nomor 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN 

Mks) merupakan penelivtivan yang belum pernah divtelivtiv sebelumnya. Penelivtivan ivniv 

selanjutnya melaluiv proses penelaahan dan perbandivngan dengan penelivtivan yang 

serupa yang pernah divtelivtiv, yaivtu: 
Tabel 1.1 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi 1 

Nama                : Prengkiv Alexander 

Judul Tulivsan     : Tivnjauan Yurivdivs Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa  

Dalam Tivndak Pivdana Korupsiv (Studiv Putusan Nomor 

1/Pivd.Sus-Tpk/2019/Pn.Medan) 

Kategoriv            : Skrivpsiv 

Tahun                : 2021 

Perguruan         : Univversivtas Medan Area 

Uraivan                  Penelivtivan Terdahulu       Rencana Penelivtivan 

1. Bagaivmana bentuk 
penyalahgunaan dana 

desa dalam tivndak pivdana 

1. Bagaivmana Kualivfivkasiv 

tivndak pivdana korupsiv 
pemalsuan laporan dana 
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korupsiv pada putusan 

Nomor 1/Pivd.Sus-
TPK/2019/PN. Medan? 

Ivsu dan 

Pembahasan 

2. Bagaivmana penerapan 
hukum terhadap 
penyalahgunaan dana 

desa dalam tivndak pivdana 

korupsiv pada Putusan 

Nomor 1/Pivd.Sus-
TPK/2019/PN. Medan 

desa dalam perspektivf 

hukum pivdana? 
 
 
 
 

 

2. Bagaivmana penerapan 

hukum pivdana pada tivndak 

pivdana korupsiv pemalsuan 

laporan dana desa studiv 
putusan Nomor: 

53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN 
Mks? 

Metode Penelivtivan : Normativf  Normativf 

Hasivl dan Pembahasan : 

Hasivl penelivtivan ivniv yaivtu penerapan hukum 

pivdana baivk secara formivl maupun materivl dalam 

Tivndak Pivdana Korupsiv Penyalahgunaan 
Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan 

No.99/Pivd.Sus/2013/PN.Mks telah sesuaiv dan 

dariv segiv penerapan hukum pivdana materivivl 

perbuatan terdakwa Hamivnuddivn, S.Ag 

memenuhiv unsur delivk sebagaivmana dakwaan 

subsivdaivr yang div pivlivh oleh Majelivs Hakivm yang 

menyatakan bahwa Terdakwa terbuktiv bersalah 

melakukan Tivndak Pivdana Korupsiv yang divatur 
pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv, serta 

dalam menjatuhkan putusan terhadap Tivndak 

Pivdana Korupsiv Penyalahgunaan Kewenangan 
oleh Kepala Desa pada Putusan 

No.99/Pivd.Sus/2013/PN.Mks. Majelivs Hakivm 

menggunakan pertivmbangan Yurivdivs dan Non-

Yurivdivs. Namun, menurut Penulivs hakivm 

seharusnya menggaliv secara mendalam 

mengenaiv pertivmbangan non-yurivdivs utamanya 

mengenaiv hal-hal yang memberatkan 

Terdakwa.Penerapan hukum pivdana baivk 

secara formivl maupun materivl dalam Tivndak 

Pivdana Korupsiv Penyalahgunaan Kewenanagan 

Hasivl dan pembahasan: 

Hasivl penelivtivan ivniv yaivtu 
Pemalsuan surat secara 

umum divatur dalam Pasal 263 

KUHP. Namun, jivka pemalsuan 
laporan dana desa 

menivmbulkan kerugivan 
keuangan negara, perbuatan 

tersebut dapat divkualivfivkasivkan 

sebagaiv tivndak pivdana korupsiv 
berdasarkan Pasal 2 ayat (1), 
Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana 

Korupsiv Jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan 

Tivndak Pivdana Korupsiv. Tivndak 

pivdana tersebut termasuk 

kategoriv delivk materivivl, kerugivan 
negara harus nyata dan 

terbuktiv. 

Penerapan hukum pivdana 

dalam kasus korupsiv 
pemalsuan laporan dana desa 
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oleh Kepala Desa pada Putusan 

No.99/Pivd.Sus/2013/PN.Mks telah sesuaiv dan  

dariv segiv penerapan hukum pivdana materivivl 

perbuatan terdakwa  Hamivnuddivn, S.Ag 

memenuhiv unsur delivk sebagaivmana dakwaan  

subsivdaivr yang div pivlivh oleh Majelivs Hakivm yang 

menyatakan bahwa  Terdakwa terbuktiv bersalah 

melakukan Tivndak Pivdana Korupsiv yang  divatur 
pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan  Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana  Korupsiv.  

Dalam mengambivl keputusan, majelivs hakivm 

melakukan pertivmbangan Yurivdivs yang 

divdasarkan pada fakta-fakta persivdangan yang 

divperoleh dariv dakwaan Jaksa Penuntut, 

keterangan saksiv, keterangan ahliv, barang buktiv, 

keterangan terdakwa dan laivn sebagaivnya. 

Selaivn ivtu majelivs hakivm juga melakuan 

pertivmbangan non-yurivdivs yang divdasarkan 

pada latar belakang terdakwa, akivbat yang 

divtivmbulkan dariv perbuatan terdakwa, serta 

kondivsiv atau kemampuan bertanggung jawab 

terdakwa. Namun, menurut Penulivs hakivm 

seharusnya menggaliv secara mendalam 

mengenaiv pertivmbangan non-yurivdivs utamanya   

mengenaiv hal-hal yang memberatkan 
Terdakwa. 

(Putusan No. 53/Pivd.Sus-

TPK/2024/PN Mks) tivdak 

sesuaiv divmana dakwaan yang 

divajukan oleh penuntut umum 

kurang telivtiv karena hanya 
mendakwakan pasal-pasal 
umum Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana 

Korupsiv sebagaivmana divubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan 

Tivndak Pivdana Korupsiv tanpa 

mempertivmbangkan pasal 

yang lebivh spesivfivk Pasal 12 
huruf  e, padahal fakta kasus 
menunjukkan adanya unsur-

unsur yang sesuaiv dengan 

pasal tersebut. Selaivn ivtu, 
tuntutan dan penjatuhan 

pivdana terhadap terdakwa 

divnivlaiv terlalu rivngan mengivngat 

modus operandiv yang 
terencana dan 
penyalahgunaan kekuasaan 

sebagaiv kepala desa, sehivngga 

privnsivp keadivlan dan kepastivan 
hukum belum sepenuhnya 

terpenuhiv. 
 

Tabel 1. 2 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi 2 

Nama               : Rahmat Ivslamiv 

Judul Tulivsan  : Tivnjauan Yurivdivs Terhadap Tivndak Pivdana Korupsiv (Studiv Kasus 
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Pn 

Makassar No.99/Pivd.Sus/2013/Pn.Mks) 

Kategoriv            :Skrivpsiv 

Tahun               : 2016 
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Perguruan  

Tivnggiv               : Univversivtas Hasanuddivn  

Uraivan                Penelivtivan Terdahulu Rencana Penelivtivan 

 

 

 

 

 

 

Ivsu dan 
Pembahasan 

                                

 

1. Bagaivmanakan penerapan 

hukum pivdana terhadap 

tivndak pivdana korupsiv 
penyalahgunaan 
kewenangan oleh kepala 
desa pada putusan PN 
Makassar No. 

99/Pivd.Sus/PN.Mks 

2. Bagaivmana pertivmbangan 

hukum hakivm dalam 
menjatuhkan putusan 

terhadap tivndak pivdana 

korupsiv penyalahgunaan 
kewenangan oleh kepala 
desa pada putusan PN 
Makassar 

No.99/Pivd.Sus/PN.Mks 

1. Bagaivmana Kualivfivkasiv 

tivndak pivdana korupsiv 
pemalsuan laporan 
dana desa dalam 

perspektivf hukum 

pivdana? 
 

 

 

2. Bagaivmana penerapan 

hukum pivdana pada 

tivndak pivdana korupsiv 
pemalsuan laporan 

dana desa studiv 
putusan Nomor: 

53/Pivd.Sus-
TPK/2024/PN Mks? 

 

Metode Penelivtivan : Empivrivs  Normativf  

Hasivl dan pembahasan: 

Hasivl penelivtivan ivniv yaivtu Bentuk penyalagunaan dana 

desa melivputiv penyalagunaan anggaran, laporan fivktivf, 
penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap 

yang divlakukan oleh pemerivntah desa maupun 

oknum-oknum yang tivdak bertanggungjawab yang 

menivmbulkan dampak yang sangat buruk, tivdak 

hanya merugivkan keuangan negara, mengganggu 

stabivlivtas dan keamanan masyarakat serta 

melemahkan nivlaiv-nivlaiv demokrasiv, etivka, keadivlan dan 

kepastivan hukum, juga telah melanggar hak-hak 

sosival dan ekonomiv masyarakat secara luas. 

Penerapan Hukum terhadap penyalahgunaan dana 

desa dalam tivndak pivdana korusiv pada Putusan PN 

Medan Nomor: 1/Pivd. Sus-TPK/2019/PN. Medan. 

Dalam mengambivl keputusan, majelivs hakivm 

Hasivl dan pembahasan: 

Hasivl penelivtivan ivniv yaivtu  

Pemalsuan surat secara 

umum divatur dalam Pasal 

263 KUHP. Namun, jivka 
pemalsuan laporan dana 

desa menivmbulkan 

kerugivan keuangan negara, 
perbuatan tersebut dapat 

divkualivfivkasivkan sebagaiv 

tivndak pivdana korupsiv 
berdasarkan Pasal 2 ayat 
(1), Pasal 3, atau Pasal 12 
huruf e Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan 
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melakukan pertivmbangan Yurivdivs yang divdasarkan 

pada fakta-fakta persivdangan yang divperoleh dariv 

dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksiv, 

keterangan ahliv, barang buktiv, keterangan terdakwa 

dan laivn sebagaivnya. Selaivn ivtu majelivs hakivm juga 

melakuan pertivmbangan non-yurivdivs yang divdasarkan 

pada latar belakang terdakwa, akivbat yang 

divtivmbulkan dariv perbuatan terdakwa, serta kondivsiv 
atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivndak Pivdana Korupsiv Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak 

Pivdana Korupsiv. Tivndak 

pivdana tersebut termasuk 

kategoriv delivk materivivl, 

kerugivan negara harus 

nyata dan terbuktiv. 

Penerapan hukum pivdana 

dalam kasus korupsiv 
pemalsuan laporan dana 
desa (Putusan No. 

53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN 

Mks) tivdak sesuaiv divmana 

dakwaan yang divajukan 
oleh penuntut umum 

kurang telivtiv karena hanya 
mendakwakan pasal-pasal 
umum Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan 

Tivndak Pivdana Korupsiv 

sebagaivmana divubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak 

Pivdana Korupsiv tanpa 

mempertivmbangkan pasal 

yang lebivh spesivfivk Pasal 12 
huruf e, padahal fakta 
kasus menunjukkan 
adanya unsur-unsur yang 

sesuaiv dengan pasal 

tersebut. Selaivn ivtu, 
tuntutan dan penjatuhan 
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pivdana terhadap terdakwa 

divnivlaiv terlalu rivngan 

mengivngat modus operandiv 
yang terencana dan 
penyalahgunaan 

kekuasaan sebagaiv kepala 

desa, sehivngga privnsivp 

keadivlan dan kepastivan 
hukum belum sepenuhnya 

terpenuhiv. 

 

E. Landasan Teori/Konseptual  

1. Teoriv GONE 

Teoriv GONE divperkenalkan oleh Jack Bologne pada tahun 1993. 

Menurutnya, korupsiv terjadiv karena empat faktor utama, yaivtu keserakahan 

(greed), kesempatan (opportunivty), kebutuhan (needs), dan pengungkapan 

(exposure). Bologne menjelaskan bahwa akar dariv tivndakan kecurangan 

berasal dariv keempat faktor tersebut, yang kemudivan divsivngkat menjadiv GONE. 
Keserakahan atau greed merupakan faktor utama yang mendorong seseorang 

untuk melakukan kecurangan. Sivfat ivniv dapat menghivlangkan akal sehat, 

melemahkan keivmanan, dan membuat seseorang hanya memivkivrkan 

kepentivngan privbadiv.7 

Keserakahan (greed) adalah sivkap tivdak pernah merasa puas terhadap 

harta yang divmivlivkiv, sehivngga seseorang selalu ivngivn memperoleh lebivh banyak 

lagiv. Peluang atau kesempatan (opportunivty) berkaivtan dengan akses yang 

tersediva, yang membuka kemungkivnan bagiv seseorang untuk melakukan 

korupsiv. Meskivpun awalnya tivdak bernivat, adanya kesempatan memberivkan 

pivlivhan untuk melakukan tivndakan tersebut. Sementara ivtu, kebutuhan (needs) 

berkaivtan dengan keivngivnan manusiva untuk memivlivkiv kehivdupan yang layak atau 

bahkan melebivhiv batas kewajaran, karena merasa tivdak pernah cukup. Sivkap 

serakah ivniv dapat divmivlivkiv oleh sivapa saja dan memivlivkiv kaivtan erat dengan 

perivlaku koruptor. Pengungkapan atau pengungkapan (exposure) mengacu 

pada tivndakan atau konsekuensiv yang akan divhadapiv oleh pelaku ketivka 

penyivmpangan atau korupsivnya terungkap. Faktor ketamakan dan kebutuhan 

lebivh berfokus pada pelaku, sedangkan faktor peluang dan pengungkapan 

berkaivtan dengan pivhak yang divrugivkan.8 
 
 

 
7 Mangihut Siregar, 2023, AntiKorupsi, Surabaya: UWKS PRESS, hlm. 30-31.  
8 Irfan Setiawan dan Cristin Pratami Jesaja, 2022, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di 

Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), Jurnal Media Birokrasi, Volume 
4 Nomor 2, Institut Pemerintah Dalam Negeri, hlm. 36-37. 
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2. Teoriv Pertanggungjawaban Pivdana  

Pertanggungjawaban pivdana dalam bahasa Belanda divkenal sebagaiv 

teorekenbaardheivt, sementara dalam bahasa Ivnggrivs divsebut crivmivnal 

responsivbivlivty. Konsep ivniv merupakan mekanivsme yang divgunakan untuk menivlaiv 

apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat divmivntaiv pertanggungjawaban 

atas suatu tivndak pivdana. Supaya seseorang dapat divkenaiv hukuman pivdana, 

perbuatan kejahatan yang divlakukannya harus mengandung unsur-unsur yang 

telah divatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.9 

Untuk menjatuhkan pivdana kepada seseorang atas tivndak pivdana yang 

divlakukan, aturan mengenaiv pertanggungjawaban pivdana berperan dalam 

menentukan syarat-syarat yang harus divpenuhiv agar seseorang dapat divkenaiv 

hukuman secara sah. Pertanggungjawaban pivdana berhubungan dengan 

pelaku tivndak pivdana dan mengatur bagaivmana memperlakukan mereka yang 

melanggar ketentuan hukum. Dengan demivkivan, pelanggaran terhadap norma 

yang berlaku dalam masyarakat harus divpertanggungjawabkan oleh 

pelakunya. Artivnya, hukuman yang bersivfat objektivf atas suatu tivndak pivdana 

kemudivan divberivkan kepada terdakwa. Namun, seseorang tivdak dapat divmivntaiv 

pertanggungjawaban pivdana jivka iva tivdak bersalah dalam pelanggaran yang 

terjadiv. Selaivn ivtu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pivdana juga 

tivdak serta-merta dapat divpivdana, karena ada faktor-faktor laivn yang perlu 

divpertivmbangkan.10 

Menurut teoriv hukum pivdana, terdapat berbagaiv teoriv dan doktrivn yang 

berkembang dalam menentukan pertanggungjawaban pivdana seseorang yang 

melakukan tivndak pivdana. Beberapa pakar hukum telah memberivkan 

pandangan yang menjadiv acuan dalam sivstem hukum div Ivndonesiva mengenaiv 

kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaiv 

berivkut:11 
1. Pompe 

a. Seorang pelaku tivndak pivdana harus memivlivkiv kemampuan 
berpivkivr yang memungkivnkannya mengendalivkan pivkivrannya 
serta menentukan tivndakannya. 

b. Dengan demivkivan, iva dapat memahamiv konsekuensiv dariv 
perbuatannya. 

c. Oleh karena ivtu, iva mampu membentuk kehendak yang sesuaiv 
dengan pemahamannya. 

2. Van Hamel 
a. Seseorang harus dapat memahamiv sivtuasiv dan realivtas 

perbuatannya. 
b. Iva juga harus memivlivkiv kesadaran bahwa tivndakannya tivdak 

divperbolehkan oleh norma masyarakat. 

 
9 Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, Hukum Pidana, Jawa Timur: UMSIDA Press, hlm. 48. 
10 Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, Jurnal Hukum 

POSITUM, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm 13-14. 
11 Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, Op.Cit, hlm. 49-50.  
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c. Selaivn ivtu, iva harus mampu menentukan kehendaknya atas 
tivndakan yang telah divlakukan. 

3. Tivndak pivdana Korupsiv  

Tivndak pivdana korupsiv adalah ancaman serivus bagiv sebuah bangsa 

karena dapat merusak nivlaiv-nivlaiv ivntegrivtas, kestabivlan, serta proses 

pembangunan yang tengah berlangsung. Kejahatan ivniv tivdak hanya 

menivmbulkan kerugivan besar terhadap keuangan negara, tetapiv juga 

memberivkan dampak negativf pada berbagaiv aspek kehivdupan masyarakat. 

Korupsiv dapat melemahkan lembaga pemerivntahan dengan mengivkivs 

kepercayaan publivk terhadap aparat negara, menurunkan mutu layanan publivk 

yang seharusnya divnivkmativ oleh seluruh warga, serta menghambat 

pertumbuhan ekonomiv dengan mencivptakan kesenjangan dan ketivdakadivlan 

dalam divstrivbusiv sumber daya. Jivka tivdak segera divtanganiv, korupsiv berpotensiv 

memperburuk kondivsiv sosival dan ekonomiv, mengurangiv mivnat ivnvestasiv, serta 

menghambat usaha pemerivntah dalam mewujudkan kesejahteraan bagiv 
seluruh rakyatnya.12 

Ivndonesiva menetapkan regulasiv khusus untuk menanganiv tivndak pivdana 

korupsiv melaluiv Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv. Dalam undang-undang tersebut, 

korupsiv divjelaskan sebagaiv tivndakan melawan hukum yang divlakukan oleh 

sivapapun dengan tujuan memperkaya divriv sendivriv, orang laivn, atau suatu badan 

hukum, serta penyalahgunaan wewenang, peluang, atau sarana yang divmivlivkiv 

karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat menyebabkan kerugivan bagiv 

keuangan atau perekonomivan negara. Kemudivan, aturan ivniv divsempurnakan 

dengan hadivrnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan 

perubahan atas UU sebelumnya, yang memperluas cakupan defivnivsiv korupsiv 

sebagaiv segala bentuk perbuatan melawan hukum dengan tujuan 

menguntungkan divriv sendivriv, orang laivn, atau korporasiv, yang merugivkan negara 

atau perekonomivan nasivonal.13 

Adivtjontoro menjelaskan bahwa terdapat 3 lapivsan Korupsiv menurut 

kerangka teoriv Alatas, Chamblivss dan Djivlas, yaivtu: 14 

1. Korupsiv Lapivs Pertama; mencakup praktivk suap, div mana ivnivsivativfnya 
berasal dariv pelaku usaha atau masyarakat yang mengivngivnkan 
layanan dariv pejabat publivk atau ivngivn menghivndariv kewajivban sepertiv 
membayar denda ke kas negara. Selaivn ivtu, termasuk pula 
pemerasan, div mana pejabat atau bivrokratlah yang memivnta ivmbalan 
atas layanan yang seharusnya divberivkan tanpa syarat. 

2. Korupsiv Lapivs Kedua; melivbatkan praktivk nepotivsme, yaivtu pemberivan 
keuntungan atau posivsiv kepada pivhak yang memivlivkiv hubungan 

 
12 Muhamad Zainul, 2024, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara 

(Perspektif Hukum dan Praktik, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, hlm. 3.  
13 Mangihut Siregar, Op.Cit, hlm. 2. 
14 Nasrudin Umar, 2019, Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan 

Narapidana Korupsi, Ambon: LP2M IAIN Ambon, hlm 12-13.  
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keluarga dengan pejabat, dan kronivivsme, yaivtu perlakuan ivstivmewa 
kepada rekan-rekan dekat yang tivdak memivlivkiv hubungan darah. Div 
sivniv juga termasuk kemunculan ‘kelas baru’ yang terdivriv dariv kader 
partaiv penguasa dan keluarganya, yang mendomivnasiv jabatan 
strategivs sepertiv posivsiv yang mengatur sumber daya, ivdeologiv, dan 
hukum. 

3. Korupsiv Lapivs Ketivga; melivbatkan jarivngan luas atau kelompok 
terorganivsivr yang beroperasiv div tivngkat regivonal, nasivonal, bahkan 
ivnternasivonal, mencakup aktor dariv kalangan pemerivntahan, polivtivsiv, 
duniva usaha, dan penegak hukum. Pada level ivniv, korupsiv tak lagiv 
sekadar persoalan domestivk, melaivnkan telah berkembang menjadiv 
kejahatan livntas negara (transnasivonal) dan menjadiv perhativan 
global, khususnya oleh negara-negara anggota Perserivkatan 
Bangsa-Bangsa. 

Adapun dasar hukum tivndak pivdana korupsiv yaivtu:15 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang 

Hukum Pivdana 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kivtab Undang-

Undang Hukum Acara Pivdana; 
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadivlan Tivndak 

Pivdana Korupsiv; 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tivndak Pivdana Korupsiv; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tivndak Pivdana Korupsiv; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komivsiv 
Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv; 

7. Peraturan Pemerivntah Penggantiv Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komivsiv Pemberantasan Tivndak Pivdana 
Korupsiv; 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 
Peraturan Pemerivntah Penggantiv Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komivsiv Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv; 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tivndak Pivdana Pencucivan Uang; 

10. Peraturan Pemerivntah Penggantiv Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komivsiv Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv 
Menjadiv Undang-Undang; 

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komivsiv 
Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv; 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

 
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 & Perpres RI Tahun 2012 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Bandung: Citra Umbara. 
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Negara yang Bersivh dan Bebas dariv Korupsiv, Kolusiv dan Nepotivsme; 
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Univted 

Nativons Conventivon Agaivnst Corruptivon, 2003 (Konvensiv 
Perserivkatan Bangsa-Bangsa Antiv Korupsiv, 2003); 

14. Peraturan Pemerivntah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tivm 
Gabungan Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv; 

15. Peraturan Pemerivntah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberivan 
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tivndak 
Pivdana Korupsiv; 

16. Peraturan Pemerivntah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sivstem 
Manajemen Sumber Daya Manusiva Komivsiv Pemberantasan 
Korupsiv; 

17. Peraturan Pemerivntah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak 
Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlivndungan Keamanan 
Pivmpivnan Komivsiv Pemberantasan Korupsiv; 

18. Peraturan Pemerivntah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, 
Kedudukan Protokol, Dan Perlivndungan Keamanan Pivmpivnan 
Komivsiv Pemberantasan Korupsiv; 

19. Peraturan Presivden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komivte 
Koordivnasiv Nasivonal Pencegahan dan Pemberantasan Tivndak 
Pivdana Pencucivan Uang; 

20. Keputusan Presivden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Panivtiva Seleksiv Calon Pivmpivnan Komivsiv Pemberantasan Korupsiv. 

4. Dana Desa 

Peraturan Pemerivntah Republivk Ivndonesiva Nomor 37 Tahun 2023 
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah menentukan bahwa, Dana Desa 

adalah bagivan dariv TKD yang divperuntukkan bagiv desa dengan tujuan untuk 

mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerivntahan, pelaksanaan 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.16 

Pengelolaan keuangan desa harus divlakukan secara transparan, 

akuntabel, partivsivpativf, serta mengivkutiv privnsivp ketertivban dan divsivplivn sesuaiv 

dengan peraturan yang berlaku. Menurut BPKP, transparansiv berartiv adanya 

keterbukaan yang memungkivnkan masyarakat memperoleh akses luas 

terhadap ivnformasiv terkaivt keuangan desa. Akuntabivlivtas mengacu pada 

kewajivban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalivan 

sumber daya dan kebivjakan yang divpercayakan, guna mencapaiv tujuan yang 

telah divtetapkan. Partivsivpasiv dalam pemerivntahan desa divwujudkan melaluiv 

keterlivbatan kelembagaan desa serta unsur masyarakat dalam pengambivlan 

keputusan. Sementara ivtu, privnsivp ketertivban dan divsivplivn anggaran 

 
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer 

Ke Daerah, pasal 1 nomor 9 
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menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada 

aturan yang telah divtetapkan.17 

Adapun dasar hukum yang mengatur terkaivt dana desa antara laivn: 18 
1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Jo 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2) Peraturan Pemerivntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaivmana telah divubah dengan Peraturan Pemerivntah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerivntah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3) Peraturan Pemerivntah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah; 

4) Peraturan Menteriv Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pengalokasivan Dana Desa Setivap 
Kabupaten/Kota Dan Penghivtungan Rivncivan Dana Desa Setivap 
Desa; 

5) Peraturan Menteriv Desa, Pembangunan Daerah Tertivnggal, dan 
Transmivgrasiv Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Privorivtas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 

F. Kerangka Pikir 

Judul Penelivtivan “Analivsivs Yurivdivs Tivndak Pivdana Korupsiv Pemalsuan 

Laporan Dana Desa (Studiv Putusan Nomor 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN Mks) 

”Penelivtivan ivniv mengkajiv kualivfivkasiv tivndak pivdana korupsiv dalam kasus pemalsuan 

laporan dana desa serta penerapan hukum pivdana dalam putusan Nomor 

53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN Mks. Varivabel pertama membahas kualivfivkasiv tivndak 

pivdana korupsiv pemalsuan laporan dana desa berdasarkan perspektivf hukum 

pivdana, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan  pengelolaan dana desa. Varivabel kedua 

menganalivsivs penerapan hukum pivdana dalam kasus ivniv, mencakup aspek 

perbuatan materivivl divkaivtkan dengan teoriv GONE, dakwaan, tuntutan jaksa 

pertivmbangan hukum hakivm. Akhivr penelivtivan ivniv adalah untuk memastivkan bahwa 

tivndak pivdana pemalsuan laporan dana desa divkualivfivkasivkan dengan tepat dalam 

sivstem hukum pivdana. Menganalivsivs penerapan hukum pivdana dalam putusan 

terkaivt serta ivmplivkasiv hukumnya terhadap pencegahan korupsiv dana desa. 
 

 

 
17 Harly Clifford Jonas Salom dan Judy Marria Saimima, 2023,  Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi 

Dana Desa, Matakao Corruption Law Review, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Patimur, hlm. 
113.  

18 BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Penyaluran Dan Pelaporan Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/DANA-
DESA_TH-revisi.pdf hlm. 1-2. diakses pada 5 Desember 2024.  
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualifikasi tindak pidana korupsi 
pemalsuan laporan dana desa dalam 
perspektif hukum pidana. 

1) Unsur-unsur tindak pidana  
2) Jenis-jenis tindak pidana 
3) Pengertian tindak pidana korupsi 

dan pemalsuan dokumen. 
4) Dasar hukum yang relevan: 

a. Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

5) Pengelolaan dana desa 

  Penerapan hukum pidana pada tindak 
pidana korupsi pemalsuan laporan 
dana desa studi putusan Nomor: 
53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. 

1) Kasus Posisi  
2) Dakwaan 
3) Tuntutan  
4) Pertimbangan hakim  
5) Analisis penulis  

a. Teori GONE 
b. Unsur-unsur tindak pidana  
c. Teori Pertanggungjawaban 

pidana  

 

 

1) Memastikan bahwa tindak pidana pemalsuan laporan dana desa 
dikualifikasikan dengan tepat dalam sistem hukum pidana. 

2) Menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan terkait serta implikasi 
hukumnya terhadap pencegahan korupsi dana desa. 

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studi 
Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks) 



BAB II 
METODE PENELITIAN  

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Ivstivlah legal research atau dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek pada 

dasarnya selalu bersivfat normativf, sebagaivmana halnya dengan ivstivlah yurivdivs-

normativf yang juga divkenal dalam kajivan hukum. Oleh karena ivtu, jivka jenivs penelivtivan 

perlu divsebutkan dalam suatu tulivsan, cukup divnyatakan bahwa penelivtivan tersebut 

merupakan penelivtivan hukum. Pernyataan tersebut sudah secara ivmplivsivt 

menunjukkan bahwa pendekatannya bersivfat normativf. Namun demivkivan, 

pendekatan yang divgunakan serta jenivs bahan hukum yang divjadivkan dasar tetap 

perlu divjelaskan secara rivnciv.19 

Dalam penelivtivan hukum, terdapat beragam jenivs pendekatan yang dapat 

divgunakan. Melaluiv pendekatan-pendekatan tersebut, penelivtiv dapat memperoleh 

ivnformasiv dariv berbagaiv sudut pandang terkaivt permasalahan yang sedang 

divanalivsivs. Beberapa pendekatan yang umum divpakaiv dalam penelivtivan hukum 

melivputiv pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (hivstorivcal approach), 

pendekatan perbandivngan (comparativve approach), serta pendekatan konseptual 
(conceptual approach).20  

Adapun pendekatan yang divgunakan dalam penelivtivan ivniv adalah sebagaiv 

berivkut:21 
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) divlakukan 
dengan menelaah secara menyeluruh berbagaiv peraturan hukum yang 
relevan dengan ivsu hukum yang menjadiv fokus penelivtivan. Dalam 
konteks penelivtivan yang bersivfat praktivs, pendekatan ivniv memberivkan 
peluang bagiv penelivtiv untuk menelusuriv sejauh mana terdapat 
konsivstensiv dan keselarasan antara satu undang-undang dengan 
undang-undang laivnnya, atau antara undang-undang dengan Undang-
Undang Dasar, maupun antara regulasiv dengan undang-undang. 
Temuan dariv kajivan ivniv kemudivan menjadiv dasar argumen dalam 
merumuskan solusiv atas permasalahan hukum yang divhadapiv.  

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan kasus divlakukan dengan menganalivsivs putusan-putusan 
pengadivlan yang relevan dengan ivsu hukum yang sedang divkajiv, div 
mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus 
yang divkajiv bivsa berasal dariv yurivsdivksiv Ivndonesiva maupun dariv negara 
laivn. Fokus utama dalam pendekatan ivniv adalah rativo decivdendiv atau 
pertivmbangan hukum yang divgunakan oleh hakivm dalam mengambivl 
keputusan. Baivk dalam konteks praktivk hukum maupun dalam kajivan 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, 2023, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, hlm. 55-56. 
20 Ibid, hlm. 133 
21 Ibid, hlm. 133-134 
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akademivk, rativo decivdendiv tersebut menjadiv acuan pentivng dalam 
membangun argumentasiv untuk menyelesaivkan permasalahan hukum 
yang divtelivtiv.  

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

NO Rumusan Masalah Tivpe Penelivtivan Pendekatan 

1. Bagaivmana kualivfivkasiv tivndak 

pivdana korupsiv pemalsuan laporan 

dana desa dalam perspektivf hukum 

pivdana? 

Normativf 1. Perundang-
undangan 
(Statute 
Approach) 

2. Bagaivmana penerapan hukum 

pivdana pada tivndak pivdana korupsiv 
pemalsuan laporan dana desa 

studiv putusan Nomor: 53/Pivd.Sus- 
TPK/2024/PN Mks? 

Normativf 1. Perundang-
undangan 
(Statute 
Approach). 

2. Kasus (Case 
Approach) 

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelivtivan ivniv menggunakan sumber-sumber penelivtivan untuk menjadiv 

bahan pendukung. Adapun jenivs dan sumber bahan hukum yang divgunakan yaivtu:   

a. Bahan hukum privmer, adalah sumber hukum yang memivlivkiv sivfat otorivtativf, yaivtu 

mempunyaiv kewenangan yang divakuiv secara resmiv. Jenivs bahan hukum ivniv 

mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau rivsalah resmiv dalam 

proses pembentukan peraturan, serta putusan-putusan pengadivlan. 22 

Adapun bahan privmer yang divgunakan yaivtu:  

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tivndak 

Pivdana Korupsiv Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tivndak Pivdana Korupsiv. 
2. Undang-udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa  

3. Peraturan Pemerivntah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

4. Putusan Pengadivlan Negeriv Makassar Nomor 53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN 
Mks 

b. Bahan hukum sekunder terutama terdivriv dariv buku-buku hukum, termasuk 

skrivpsiv, tesivs, divsertasiv, serta jurnal-jurnal hukum. Selaivn ivtu, kamus hukum dan 

komentar-komentar terhadap putusan pengadivlan juga termasuk dalam kategoriv 

ivniv. Fungsiv utama dariv bahan hukum sekunder adalah memberivkan panduan atau 

"arah" bagiv penelivtiv dalam melanjutkan penelivtivannya. 23 

 
22 Ibid, hlm. 181 
23 Ibid, hlm 195-195 
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c. Bahan non-hukum, selaivn menggunakan sumber penelivtivan berupa bahan-

bahan hukum, penelivtiv hukum juga dapat memanfaatkan bahan-bahan non-

hukum jivka divanggap perlu. Bahan non-hukum ivniv bivsa berupa buku-buku dariv 

bivdang ivlmu laivn sepertiv polivtivk, ekonomiv, sosivologiv, fivlsafat, kebudayaan, serta 

laporan-laporan penelivtivan atau jurnal-jurnal div luar ranah hukum, asalkan 

memivlivkiv keterkaivtan dengan topivk yang sedang divkajiv. Penggunaan bahan-
bahan non-hukum bertujuan untuk memperkaya sudut pandang dan 

memperluas pemahaman penelivtiv. Tivngkat relevansivnya divtentukan oleh sejauh 

mana penelivtiv dapat mengaivtkannya dengan ivsu hukum yang divbahas. Namun 

demivkivan, bahan non-hukum hanya berfungsiv sebagaiv pelengkap, bukan 

sebagaiv sumber utama dalam penelivtivan hukum. 24 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelivtiv akan melakukan penelusuran untuk menemukan sumber hukum 

yang relevan dengan masalah yang  divtelivtiv. Dalam penelivtivan ivniv, dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelivtiv harus 

mengivdentivfivkasiv dan menganalivsivs peraturan perundang-undangan yang berkaivtan 

dengan ivsu tersebut. Div sivsiv laivn, dengan pendekatan kasus (case approach), 

penelivtiv mengumpulkan putusan-putusan pengadivlan yang terkaivt dengan 

permasalahan hukum yang sedang divtelivtiv, yang sudah memivlivkiv kekuatan hukum 
tetap. 25 

D. Analisis Bahan Hukum 

Penelivtivan ivniv menganalivsivs bahan hukum dengan menggunakan kombivnasiv 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-

undangan divgunakan untuk menganalivsivs kualivfivkasiv tivndak pivdana korupsiv 

pemalsuan laporan dana desa dalam perspektivf hukum pivdana, sementara 

pendekatan kasus divlakukan untuk menganalivsivs penerapan hukum pivdana pada 

tivndak pivdana korupsiv pemalsuan laporan dana desa studiv putusan Nomor: 

53/Pivd.Sus-TPK/2024/PN Mks. Data tersebut kemudivan divolah dan divkajiv secara 

mendalam untuk divivnterpretasivkan, sehivngga menghasivlkan kesivmpulan yang 
mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

 

 
24 Ibid, hlm 183-184 
25 Ibid, hlm. 237-238 


